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Assalamu ‘Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Syukur dan puji atas karunia Allah swt. dengan
terbitnya buku ini. Buku ini merupakan salah satu karya
ilmiah dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Imu Hukum

Islam IAIN Parepare.

Kami sangat mengapresiasi atas diterbitkannya
buku ini karena selain ditulis dan disusun oleh dosen yang
memiliki kompetensi di bidangnya, buku ini juga akan
menambah referensi bagi siapa saja yang menggeluti
keilmuan syariah dan hukum Islam terutama bagi
mahasiswa yang concern terhadap keilmuan hukum

keluarga Islam.
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Secara umum, buku ini memuat persoalan hukum
keluarga yang disajikan secara sistematis terkait
perkawinan beda agama. Meskipun isu ini sudah cukup
lama dan dapat ditemukan dalam beberapa literatur klasik
namun tidak pernah berakhir didiskusikan, dan selalu up
to date untuk dikaji karena kasusnya selalu ada dan
perdebatan terkait legalitasnya cukup kontroversial di

tengah masyarakat.

Dalam beberapa literatur, pembahasan perkawinan
beda agama sudah banyak dikaji oleh para ulama figh baik
ulama klasik maupun kontemporer. Kebolehan pernikahan
ini cukup variatif meskipun dalil yang dijadikan dasar
adalah sama. Sebagian besar ulama klasik membolehkan
menikah dengan perempuan ahlul kitab dengan dasar
pada QS. Al-Maidah: 5. Namun kebolehan ini kemudian
dipatahkan ulama kontemporer yang tergabung dalam
MUI. Dalam fatwanya, MUI melarang seorang wanita

Islam untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam.
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Demikian pula sebaliknya, melarang pria muslim
menikahi seorang wanita bukan muslim. Jauh sebelumnya,
Mahmud Syaltut pada dasawarsa 60-an memiliki
pandangan yang sama. Meskipun, al-Qur'an secara
eksplisit membolehkan laki-laki menikah dengan
perempuan ahlul kitab, namun ulama kontemporer
melarang  pernikahan itu dengan pertimbangan
mafsadahnya lebih besar dari pada maslahah atau
keuntungannya. Menurutnya, jika seorang laki-laki Islam
yang bersifat lemah dan akan mengikuti tradisi calon
istrinya, maka perkawinannya itu dilarang. Dasar
argumentasinya bahwa QS. Al-Maidah: 5 melarang
seorang perempuan muslimah menikah laki-laki
nonmuslim untuk mencegah terjadinya pindah keyakinan

mengikuti agama pasangannya.

Pandangan keagamaan atau fatwa merupakan legal
opinion dari seseorang atau sekelompok mufti yang bersifat

opsional. Artinya masyarakat bisa mengikuti atau tidak
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karena sifatnya yang tidak mengikat. Itulah sebabnya
fatwa MUI meskipun telah menetapkan secara gamblang
ketidakbolehan perkawinan beda agama tetapi pada
faktanya, masih banyak yang mempraktekkan perkawinan
ini.

Dalam buku ini, penulis akan mengulas aturan
perkawinan beda agama dari berbagai sudut pandang baik
dari perspektif figh maupun hukum perundang-undangan

di Indonesia.

Perkawinan beda agama perspektif figh akan
dielaborasi dengan mengawali pembahasannya terkait
dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.
Hal ini penting, untuk memahami dasar epistemologis
yang digunakan para ulama figh dalam menetapkan
legalitas perkawinan beda agama dari berbagai mazhab.
Dalam buku ini pula, penulis mengelaborasi perkawinan
beda agama dalam sudut pandang perundang-undangan

di Indonesia. Dengan mengacu pada sistem hukum yang
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terbangun dalam hukum nasional, penulis mencoba
menarasikan secara rinci perkawinan beda agama dalam
sistem hukum Islam sebagaimana dalam Kompilasi
Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, juga dalam
hukum adat. Untuk analisis yang lebih mendalam dari
permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan beda
agama, dalam buku ini dipaparkan secara mendetail terkait
dampak hukum serta status dan kedudukan anak dan
kewarisan dari perkawinan beda agama. Selain itu, diulas
pula problematika pencatatan dari perkawinan beda

agama.

Meskipun buku ini cukup sederhana namun kajian
yang disajikan dalam tulisan ini sangat menarik dan layak
untuk dibaca dalam mengembangkan keilmuan hukum
Islam. Dengan terfokus pada persoalan perkawinan beda
agama, penulis mampu memaparkan isu ini secara
sistematis. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat

menjadi salah satu rujukan dalam pengkajian hukum Islam
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terutama bagi mahasiswa yang concern pada ilmu Hukum

Keluarga Islam.
Parepare, Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

IAIN Parepare

o

—

Dr. Rahmawati, M.Ag
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Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji syukur bagi Allah Swt atas
limpahan rahmat, taufig, petunjuk dan pertolonganNya
hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada
Nabi Muhammad Saw sebagai uswatun hasanah yang

diutus membawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

Buku ini merupakan salah satu buku referensi
tentang perkawinan yang menyoroti persoalan
perkawinan beda agama yang sempat menjadi topik
hangat dikarenakan beberapa kejadian yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat. Perkawinan beda agama
sebenarnya bukan hal baru. Tetapi, perkawinan yang
dilakukan mempelai laki-laki dan wanita yang berbeda
agama tentu memberikan dampak hukum yang tidak
sedikit sehingga menimbulkan ruang diskusi diantara para

pemikir hukum. Persoalan inilah yang akan dibahas dalam
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buku ini dengan menyertakan peraturan hukum yang

mengatur tentang perkawinan beda agama.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada
Bapak Dr. Hannani M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare
yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Terimakasih
juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan
IImu Hukum Islam TAIN Parepare atas dukungan dan
semangat untuk selalu berkarya, juga kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini

semoga tercatat sebagai amal jariyah, insya Allah.

Besar harapan kami agar kehadiran buku ini dapat
menambah literasi dalam memahami persoalan terkait
perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap
pencatatan perkawinan di Indonesia. Semoga buku ini
dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada
mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN
Parepare, tetapi juga dapat memberikan sumbangan
pemikiran baik bagi akademisi, praktisi hukum maupun

bagi masyarakat luas.

Penulis juga menyadari baik dari segi metodologi
maupun materi pembahasan dalam buku ini masih

memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan,
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untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat

diharapkan.

Parepare, Nopember 2022

Penulis
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Perkawinan merupakan syarat utama bagi
pasangan laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup
bersama dalam aturan masyarakat Indonesia yang tidak
hanya diatur berdasarkan aturan negara tetapi juga diatur
berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh
masing-masing calon pasangan suami istri. Aturan
tersebut tidak hanya menjadi syarat untuk menghalalkan
hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan
melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan

ini menjadikan pasangan hidup bahagia.

Besarnya potensi perkawinan beda agama,
mendorong  diperlukannya peran negara. Negara
memegang otoritas (being an authority) untuk mengatur
kehidupan beragama. Adanya keterlibatan negara di
dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi
persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara
modern tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam

persoalan keagamaan masyarakat.
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Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam
kenyataan empiris pada hampir semua negara modern
sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama
sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan
kenegaraan, di antaranya adalah norma agama. Misalnya
Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-
laki yang tidak seagama. Ketentuan ini sejalan dengan
konsep ajaran nasrani yang juga memberikan larangan
bagi wanita nasrani menikah dengan laki-laki yang tidak
seiman dengannya. Konsep itu telah menjadi pedoman
utama bagi wanita muslim dan wanita nasrani untuk
melangsungkan  pernikahannya. Penjelasan  diatas
mengisyarat bahwa sahnya suatu pernikahan apabila
dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-
masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam
perkawinan tersebut. Sejalan dengan itu di Indonesia juga
mengatur terkaitnya sah atau tidaknya suatu perkawinan
menurut negara sebagaimana diatur dalam UU No 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu
sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan

masing-masing agama.

Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah
apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, maupun
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berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang
melangsungkan perkawinan. Akan tetapi keberadaan aturan
yang menetapkan pelaksanaan pernikahan sah asal
dilaksanakan menurut agama dan keyakinan masing-masing,
telah menimbulkan kerancuhan dalam pandangan masyarakat
yang berakibat penyelundupan hukum dalam hukum
perkawinan di Indonesia. Hal inilah yang menarik penulis untuk
mengurai lebih dalam tentang hukum perkawinan di Indonesia;
terkait apa faktor penyebab terjadinya penafsiran dalam hukum
perkawinan di Indonesia, dan bagaimana keabsahan status
perkawinan yang dilakukan berdasarkan kajian perspektif figh
Islam dan UndangUndang Perkawinan di Indonesia. Metode
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif atau dogmatik hukum (Legal Dogmatic

Opproach) sebagai pendekatan utama.
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